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	Jenis Aturan
	Rules

	
	Rule in Form
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	Aturan posisi
	HTR (Permenhut P.55/Menhut-II/2011 jo P.31/Menhut-II/2013):
· Pemverifikasi rencana pembangunan HTR: BPKH (4:14).
· Pengusul areal pencadangan HTR: Bupati (2:4).
· Penerbit IUPHHK-HTR: Bupati.
· Pemberi pertimbangan teknis: Dinas Kehutanan Kabupaten  (2:3).
· Pemegang IUPHHK-HTR: masyarakat dalam bentuk KTH atau koperasi (9:1).

HD (Permenhut P.89Menhut-II/2014):
· Pemverifikasi rencana areal kerja Hutan Desa: BPKH (8:2).
· Penerbit IUPHHK-HD: Gubernur. 
· Pengusul areal kerja Hutan Desa: Bupati (6).
· Pemohon penetapan areal kerja Hutan Desa pada areal lain di luar areal yang dicalonkan: Desa (melalui Bupati) (7:2).
· Penentu calon areal kerja Hutan Desa: BPKH, Pemerintah Daerah dan KPH (7:1)
· Pemberi pertimbangan teknis: Dinas Kehutanan Provinsi (36:6).
· Penerbit surat perintah pembayaran (SPP) iuran IUPHHK-HD: Kepala Dinas Provinsi (36:10).
· Pemegang IUPHHK-HD: Masyarakat dalam bentuk koperasi atau lembaga lain yang berbadan hukum (35).

HKm (Permenhut P.88/Menhut-II/2014):
· Pengusul areal kerja HKm: Bupati (8:4).
· Penerbit IUPHHK-HKm Bupati (20:1).
· Penerima permohonan IUPHHK: Bupati. 
· Pemberi pertimbangan teknis: Kepala Dinas Kabupaten (20:6).
· Pemegang IUPHKm: masyarakat dalam bentuk koperasi (20:3).

	· Pemodal: penampung-pemodal.

· Pembeli: penampung-pembeli.

· Penyedia fasilitas (dapur arang): pemilik dapur.

· Tenaga kerja: buruh dapur.

· Penyedia bahan baku: pencari kayu.

· Pola patronase:
· atasan: pemodal 
· bawahan: pengrajin arang.

	Aturan keanggotaan
	HTR:
· Persyaratan permohonan IUPHHK-HTR yang diajukan oleh koperasi: fotocopy akte pendirian; keterangan dari Kepala Desa  bahwa Koperasi dibentuk oleh masyarakat desa setempat; dan peta areal yang dimohon (11:2).
· Hak pemegang IUPHHK-HTR: melakukan kegiatan sesuai izin; mendapat pinjaman dana bergulir, bimbingan dan penyuluhan teknis, pendidikan dan pelatihan serta peluang mendirikan industri dan memperoleh fasilitasi pemasaran (22).
· Kewajiban pemegang IUPHHK-HTR: menyusun RKU PHHK-HTR dan RKT PHHK-HTR; dan melaksanakan pengukuran dan perpetaan areal kerja (23:1).
	· Pengrajin arang dapat meminjam modal kepada penampung-pemodal. 

· Pengrajin hanya menjual arang kepada penampung atau pemodal yang telah membiayai proses produksi arang
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	HD:
· Persyaratan permohonan IUPHHK-HD diajukan oleh koperasi atau lembaga berbadan hukum lain yang dibentuk Lembaga Desa pemegang HPHD (35).
· Persyaratan dalam permohonan IUPHHK-HD meliputi: peraturan desa tentang penetapan lembaga desa; SK Penetapan Areal Kerja Hutan Desa; SK Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa beserta peta; Rencana Pengelolaan Hutan Desa yang telah disahkan beserta peta; dan Akta pendirian koperasi/lembaga lain yang berbadan
hukum (36:3).
· Hak pemegang IUPHHK-HD: fasilitasi pendanaan usaha dan melakukan usaha (40:2).
· Kewajiban pemegang IUPHHK-HD: membayar iuran, melaksanakan penandaan batas areal pemanfaatan hasil hutan, melakukan pengamatan areal pemanfaatan hasil hutan, melakukan tata usaha pemanfaatan hasil hutan, dan membuat laporan pemanfaatan hasil hutan (41:2).

HKm:
· Persyaratan permohonan IUPHHK-HKm diajukan oleh pemegang IUPHKm yang telah berbentuk koperasi (20:3).
· Persyaratan permohonan IUPHHK-HKm meliputi: fotocopy PAK HKm, IUPHKm dan Akta Pendirian Koperasi; serta Rencana Umum dan Rencana Operasional (20:4).
· Hak pemegang IUPHHK-HKm: menebang HHK dan mendapat pelayanan dokumen SHH (35).
· Kewajiban pemegang IUPHHK-HKm: menyusun RKU dan RKT; membayar PSDH; melaksanakan Koperasi (20:3).
· Desa yang telah disahkan beserta peta; dan Akta pendirian koperasi/lembaga lain yang berbadan hukum (36:3).
· Hak pemegang IUPHHK-HD: fasilitasi pendanaan usaha dan melakukan usaha (40:2).
· Kewajiban pemegang IUPHHK-HD: membayar iuran, melaksanakan penandaan batas areal pemanfaatan hasil hutan, melakukan pengamatan areal pemanfaatan hasil hutan, melakukan tata usaha pemanfaatan hasil hutan, dan membuat laporan pemanfaatan hasil hutan (41:2).

HKm:
· Persyaratan permohonan IUPHHK-HKm diajukan oleh pemegang IUPHKm yang telah berbentuk koperasi (20:3).
· Persyaratan permohonan IUPHHK-HKm meliputi: fotocopy PAK HKm, IUPHKm dan Akta Pendirian Koperasi; serta Rencana Umum dan Rencana Operasional (20:4).
· Hak pemegang IUPHHK-HKm: menebang HHK dan mendapat pelayanan dokumen SHH (35).
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	· Kewajiban pemegan IUPHHK-HKm: menyusun RKU dan RKT; membayar PSDH; melaksanakan penataan batas areal pemanfaatan HHK dan pengamanan areal tebangan, penatausahaan HHk dan membuat laporan (27).
	

	Aturan kewenangan
	HTR:
· Bupati menerbitkan IUPHHK-HTR. (13:5).
· Disbunhuttam Kabupaten Kubu Raya memberikan pertimbangan teknis (2:3). 
· Ketua Koperasi mengajukan permohonan IUPHHK-HTR kepada Bupati (14:1).
· BPKH melakukan verifikasi sketsa/peta areal HTR yang dimohon(14:4).
· Kepala Desa melakukan pengawasan peserta pelaksana HTR (24:1).
· Kepala Dinas Kabupaten melakukan pembinaan IUPHHK-HTR (24:2).
· Kepala Dinas Provinsi dan Kepala BPPHP melakukan pengendalian pelaksanaan HTR (24:3).
· Kepala Pusat P2H mengendalikan dan mengevaluasi penggunaan dana pinjaman HTR (24:4).
· BPKH melakukan pelatihan pengukuran dan perpetaan partisipatif kepada pemegang IUPHHK-HTR dan pendamping HTR (18:3).

HD (Permenhut P.89/Menhut-II/2014):
· Gubernur menerbitkan IUPHHK-HD (36:1).
· Bupati mengajukan usulan penetapan areal kerja Hutan Desa kepada Menteri (6).
· Kepala Dinas Provinsi membuat pertimbangan teknis (36:5) dan menerbitkan surat perintah pembayaran (SPP) iuran IUPHHK-HD (36:10).
· Kepala Desa membentuk Lembaga Desa (1:8).
· Kepala Desa untuk lembaga desa yang bersangkutan mengajukan permohonan penetapan areal kerja Hutan Desa melalui Bupati kepada Gubernur (7:3).
· Lembaga Desa pemegang HPHD membentuk Koperasi atau lembaga lain yang berbadan hukum untuk mengajukan IUPHHK-HD (35:1).
· BPKH, KPH dan Pemerintah Daerah bagian dari Tim yang memverifikasi usulan Bupati (8:2).

HKm (Permenhut P.88/Menhut-II/2014):
· Bupati mengajukan usulan penetapan areal kerja kepada Menteri (8:4).
· Bupati menerbitkan IUPHHK-HKm (20:1).
· Bupati memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat (8:6).
· Masyarakat dapat memohon IUPHKm kepada Bupati jika areal di luar calon areal kerja  (8:2).
· Pemegang IUPHKm yang telah berbentuk koperasi dapat mengajukan permohonan IUPHHK-HKm (20:3).
· Kepala Dinas Kabupaten memberi pertimbangan teknis (20:6)
	· Penampung yang juga berperan sebagai pemodal memiliki kewenangan dalam menentukan harga arang di tingkat pengrajin.

	Aturan agregasi

	Tidak ada.
	Tidak ada.
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	Aturan informasi
	HTR:
· Berdasarkan pencadangan areal HTR, Bupati melakukan sosialisasi ke desa terkait areal HTR (3:5).
· Sosialisasi dapat dilakukan oleh LSM (3:6).

HD:
· Pendidikan dan latihan, bimbingan penataan batas areal kerja, bimbingan penyusunan rencana kerja HPHD, dan bimbingan teknologi (10:2).
· Pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan atau supervise (44:3).

HKm:
· Bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, serta pembinaan (1:11).
· Pembinaan meliputi pemberian pedoman; bimbingan, pelatihan, arahan, dan atau supervise (34:2).
	· Komunikasi antara pengrajin dan penampung dilakukan secara langsung atau menggunakan jasa kurir.


	Aturan biaya-manfaat
	HTR:
· Biaya pembangunan HTR Pola Developer menjadi tanggung-jawab pemegang IUPHHK-HTR.
· Biaya pelatihan pengukuran dan perpetaan partisipatif dibebankan kepada anggaran
· Kementerian Kehutanan (18:4).
· Biaya pendampingan dibebankan pada anggaran emerintah selama 3 tahun, selanjutnya dibebankan pada anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota (20:7).
· Pembiayaan HTR dapat meminjam dana pembangunan HTR kepada Badan Layanan Umum, Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H), Perbankan maupun pihak lain yang tidak mengikat (21:1).
· Pemegang IUPHHK-HTR yang meminjam dana HTR ke BLU P2H, wajib melunasi pinjaman tersebut kepada BLU P2H (21:2).
· Biaya pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibebankan peda Pemerintah dan Pemerintah Daerah (24:5).

HD:
· Biaya telaahan fisik (pertimbangan teknis) dibebankan pada APBN/APBD (36:8).
· Pembiayaan bersumber dari APBN, APBD, Anggaran/keuangan Desa, dan atau sumber-sumber lain yang tidak mengikat (47).

HKm:
· PHHK-HKm dibiayai pemerintah (17:4).
· Biaya yang timbul akibat kegiatan telaahan fisik (pertimbangan teknis) dibebankan kepada APBD Kabupaten (2:9).
· Pembiayaan bersumber dari APBN, APBD, dan atau sumber-sumber lain yang tidak mengikat (37).

	· Biaya produksi bersumber dari pemodal, pinjaman lain atau dana sendiri.

· Sistem pembiayaan produksi terdiri 2 sistem, yaitu: sistem sewa dapur dan sistem bagi hasil.

· Pemodal menyediakan sarana produksi dan kebutuhan hari-hari pengrajin.

· Upah tenaga kerja atau buruh dibayar oleh pemilik dapur arang atau pengrajin yang menyewa dapur arang.
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	Aturan lingkup
	HTR:
· Pencadangan areal HTR pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani izin (2:1). 
· Pola HTR terdiri dari: pola Mandiri, pola Kemitraan, dan pola Developer (5 dan 6).
· Jangka waktu IUPHHK-HTR: 60 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama 35 tahun (16:1).  
· Evaluasi terhadap IUPHHK-HTR dilakkukan setiap 2 tahun (16:2).
· Permenhut tentang HTR berlaku mulai 13 Juli 2011 (31).

HD:
· IUPHHK-HD hanya dapat diajukan pada areal kerja HPHD dalam HP pada kawasan pemanfaatan (35:2).
· Jangka waktu IUPHHK-HD sejak diterbitkannya sampai berakhirnya HPHD (39).
· HPHD diberikan paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evalusi (16).
· Evaluasi Hutan Desa minimal sekali dalam 2 tahun (39:2).
· Permenhut Hutan Desa berlaku mulai 7 Oktober 2014 (52).

HKm:
· Penetapan areal kerja HKm oleh Menteri paling lama 90 hari kerja setelah diterimanya permohonan dari Bupati (10:3c).
· Areal kerja IUPHHK-HKm pada HP (20:3). 
· Jangka waktu IUPHKm 35 tahun dan dapat diperpanjang sesuai evaluasi tiap 5 tahun (19:4).
· Jangka waktu IUPHHK-HKm hingga berakhirnya masa berrlakunya IUPHKm (32:1).
· Evaluasi IUPHHK-HKm setiap 2 tahun.
· Permohonan perpanjangan IUPHKm paling lambat 3 tahun sebelum izin berakhir (32).
· Permenhut HKm berlaku mulai 7 Oktober 2014 (41) dan perubahannya berlaku mulai 12 Juni 2013 (26).

	· Penentuan harga arang di tingkat pengrajin

· Pemanfaat terdiri dari pencari kayu, pemilik dapur, buruh dapur dan penampung/ pemodal, dan pembeli.

· Sewa dapur berlaku untuk satu kali daur proses.

· Pembagian kawasan sumber bahan baku




Lampiran 2. Alur Mekanisme Pengajuan Pencadangan Areal HTR berdasarkan Permenhut P.55/Menhut-II/2011 jo P.31/Menhut-II/2013.
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Keterangan:
	1 dan 1A
	:
	Bupati/Walikota mengusulkan rencana pencadangan areal HTR kepada Menteri Kehutanan dilampiri dengan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Direktur Jenderal

	2
	:
	Direktur Jenderal Planologi Kehutanan melakukan verifikasi peta usulan lokasi HTR dan menyiapkan konsep peta pencadangan areal HTR; hasilnya disampaikan ke Direktur Jenderal

	3
	:
	Direktur Jenderal melakukan verifikasi rencana pembangunan HTR yang disampaikan oleh Bupati/Walikota dari aspek teknis dan administratif, menyiapkan konsep Keputusan Menteri tentang penetapan/alokasi areal HTR, dilampiri konsep peta pencadangan areal HTR dan mengusulkan melalui Sekretaris Jenderal kepada Menteri untuk ditetapkan

	4
	:
	Menteri Kehutanan menerbitkan pencadangan areal untuk pembangunan HTR dan disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur

	5 dan 5A
	:
	Berdasarkan pencadangan areal HTR, Bupati/Walikota melakukan sosialisasi ke desa terkait alokasi areal pembangunan HTR
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